
BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR Z1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 129 TAHUN 2017TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJAPADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan

Mengingat

dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak, makaPeraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatandan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak,sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati SiakNomor 112 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanBupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan danAnalisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak, perlu ditinjaukembali:
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatandan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak:
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, KabupatenKuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4880):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

b.

2.



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398):

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5494):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679):

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578):

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkst Daerah (Lembaran NegaraTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042 ,

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tetang ManajemenPegawai
Negeri Sipil (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan
lembaran Negara Nomor 6477):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322)
.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Pemerintah:
.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor
2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157):



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentangAnggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 9 Seri A),

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2020 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabpaen Siak Tahun 2020 Nomor 130),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.

Pasal I
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang AnalisisJabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah denganPeraturan Bupati Siak:
a. Nomor 153 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 129Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat

Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 153),b. Nomor 112 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor
129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 112),diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal & Maret 2021

PATI IAK,k

LFED

Lalat Neorah | lahateng Darat

| Ia HA En 3

!

Diun kan di Siak Sri Indrapura
pada Maret 20215

RETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

OPKA Yew
Drs. H. ARRAN USMAN. M.Pd
Pembina Utama Muda Pn ana meh men mania

NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 3Y
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